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ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Statuta Mahkamah Pidana imemasional yang berhasil
diadops! oleh masyarakat internasional pada tanggal 17 Jull 1998 di Roma, Halia. Selain
mnmammrgmmmmmmmwmwmgmm
dengan masalah hukum dan organisasi internasional dari Mahkarmah, seporti status,
struktur, pihak yang dapat diadili dan evaluasi keberadaannya.

Pendahuiuan

Dunia telah berulang kall menyaksikan
kekejaman atas manusia yang dilakukan
oleh manusia. Dalam studi yang dilakukan
oleh Quincy Wright disebutkan bahwa Pe-
rang Dunia {(*PD") | sebagai akibat ulah
manusia mensian korban meninggal kurang
lebih 40.000.000 orang, sedangkan pada Pe-
rang Dunia I jumiainya berkisar pada angka
60.000.000 orang.' Peristiwa yang masth
segar dalam ingatan adalah pembunuhan
massal yang dilakukan di Rwanda, Bosnia,
dan Kosovo.

Dalam berbagai peristiwa tersebut,
saringkali individu yang bertanggung jawab
atas kekejaman dan keksjian tidak tersentuh
oleh hukum. Untuk mengadili para pelaku
kejahatan internasional harus diakui me-
mang tidak mudah. Umumnya individu yang
melakukan kejahatan berkelit pada legitimasi
kedudukan resmi di negaranya.

Bi samping itu, tidak adanya pengadilan
yang permanen menyulitkan proses meng-
adili palaku kejahatan intemasional. Setiap
kali ada pelaku yang hendak diadili maka

sebuah lambaga peradilan yang khusus
untuk mengadili pelaku akan segera diben-
tuk dan dibubarkan setelah pelaku diadill.
Dalam rangka mengadili panjahat perang di
Jepang dan Jerman maka dibentuklah To-
kyo dan Nuremberg Tribunal, Demikian pula
pada saat hendak mengadili para pelaku
kejahatan internastonal di bekas Yugosla-
via dan Rwanda dibentuk Intemational Crimi-
nal Tribunal For Former Yugoslavia dan In-
temational Criminal Tribunal For Rwanda.

Sejarah Pembentukan Mahkamah
Pldana Internasional

Pemikiran untuk mendirikan sebuah
lembaga pengatiilan yang bersifat permanen
untuk mengadili palaku kejahatan intsma-
gional sudah sejak lama ada. Pada tahun
19850 Perserikatan Bangsa-Bangsa (FBB)
melalul Majelis Umum membentuk sebuah
paritia yang diberi nama Committs on In-
tamational Criminal Jurisdictionyang diberi
tugas untuk merancang Statuta Mahkamah
Pidana Intemational (selanjutnya disebut

'Quincy Wright. 1965.A&udyafWanUSA:TheUrﬂvarsItyoiCngoPrssa.hlm 1543,
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“MPI” atau “Mahkamah"). Pada tahun 1951
panitia ini berhasil menyelesaikan tugasnya
namun kurang mendapat tanggapan ang-
gota PBB. Setelah lama terbengkalal, pada
tahun 1989 ide untuk mendirikan MP] mun-
cul kembali. Ide ini disampaikan oleh dale-
gasi Trinidad dan Tobago pada Sidang Ko-
mite VI Majelis Umum PBB yang membi-
dangi masalah hukum,

Peada tehun 1882 sekali lagi Majelis Umum
mengeluarkan resolusi yang maminta kepa-
da internasional Law Commission (ILC)
untuk menyusun rancangan Statuta MPi{.2
ILC pada tahun 1934 berhasil menyelesaikan
tugasnya dan selanjutnya rancangan yang
dihasilkan dibahas oleh sebuah komite yang
dibentuk oleh Majelis Umum dengan nama
“Ad hoc Committee on the Establishment
of International Criminal Court”. Selanjutnya
pada tahun 1995 Komite Ad Hoc diganti
dengan sebuah Komite Persiapan yang di-
sebut dengan Preparatory Committe onthe
Establishment of intemational Criminal Court
yang mempersiapkan segala sesuatunya
bagi pembentukan MP), termasuk persiapan
peneyslenggaraan Konperansi Diplomatik
PBB (United Nations Diplomatic Conference
of Plenopotentiaries). Konperensi yang telah
dipersiapkan akhimya berlangsung di Roma,
ltalia dari tanggal 15 hingga 17 Juli 1998
dengan dihadiri oleh labth dari 130 negara.

Pada tanggal 17 Juli 1698, Konperensi ber-
hasil mengadopsi Statuta MPI { Statute of
International Criminal Court}.

Statuta MP! terdiri dari 13 bagian (part)
yang mengakomaodasi 128 pasal (articles).’
Apabila diperhatikan temyata Statuta MPI
tidak semata-mata mengatur tentang pendi-
rian MPI, tetapi juga melakukan kodifikasi
terhadap hukum pidana internasional dan
mengatur beberapa hal lainnya sehagai-
mana hendak dibahas dalam tulisan ini.

Status MP]

MPI dibentuk berdasarkan Statuta
sebagai sebuah organisasi internasional. la
memenuhi kriteria sebagai sebuah organi-
sasiinternasional karena instrumen pendi-
riannya marupakan suatu perjanjian inter-
nasional. Dalam Statuta disebutkan bahwa
MP diberikan status sebagai subyek hukum
(legal personaiity) yang memlliki kemam-
puan hukum (legal capacity).

MPI merupakan suatu crganisasi inter-
nasional pertama, dan pada saat ini satu-
satunya, yang secara khusus mempunyai
lingkup pekerjaan di bidang yudikatif. Se-
lama ini telah banyak badan peradilan (judi-
cial Institutions) internasional yang didirikan,
namun badan terssbut tidak berdin sendiri.
Badan-badan ini dibentuk sebagai bagian

*Resolusi Majells Umum No. 47/33 tertanggal 25 Nopember 1992,

*A/Coni. 183A.

“Ketiga belas bagian tersebut adalah Bagian | mengatur tentang pembentukan MPI, Bagian

I mengatur tentang yurisdiksi, Penerimaan dan Hukum yang Berlaku, Bagian I mengatur tentang
Prinsip-prinsip Umum dalam Hulwm Pidana, Bagian iV mengatur Komposisi dan Administrasi
dari MPi, Bagian V mengatur Penyidikan dan Penuntutan, Bagian VI mengatur tentang
Pengedilan, Bagian VIl mangatur tentang Hukuman, Bagian VIil mengatur tentang Banding dan
Peninjauan Kembali, Bagian IX mengatur tentang Kerjasama Internasional dan Bantuan
Peradilan, Baglan X mengatur tantang P ,Bagian X| mengatur tentang pertemuan Ne-
gara Peserta, bagian XIl mengatur tentang Pemblayaan, Bagian X1l mengatur tentang Ketentuan-
ketentuan Umum. :
SPasal 4 (1) Statuta MPI,

70 JURNAL HUKUM NO. 11 VOL. B (] 1899



Mahkaman Pidana Intemasional

dari sebuah organisasi internasional, se-
bagai contoh Mahkamah Internasional (MI)
yang merupakan bagian dari PBB, Eiropean
of Justice yang merupakan bagian dari Uni
Evopa, dan Inter-American Cour of Justice
yang merupakan bagian dari Organization
of American States.

Apablla status MPI ditelash lebih jauh
maka dapat disimpulkan bahwa status MPI
dalam sistem PBB (UN system) dapat di-
kiasifikasikan sebagal Badan Khusus (Spe-
cialized Agency}, yang harus dibedakan
dengan Organ Tambahan (Subsidiary Or-
gan).® Hal ini dapat dilihat dari ketentuan
Pasal 2 Statuta yang menyabutkan bahwa
Mahiamah akan dibawa dalam hubungan
dengan (brought into relationship with} PBB
melalui sebuah perjanjian.’

Selanjuinya apabila dibandingkan de-
ngan status MI dalam sistem PBB, status
MPI jelas berbeda dengan ML Ml meru-
pakan bagian dari Alat Perlengiapan Utama
{Principal Organ) PB8 sehingga status
hukumnya mengtiuti PBB.? Bahkan negara
anggota PBB dianggep secara {pso facto
peseria dari Statuta ML? Sedangkan MPI
merupakan sebush arganisasi internasional
yang setara dengan PBB dimana negara
anggota PBB tidak harus menjadi peserta
dari Statuta MPI.

Dalam Statuta disebutkan bahwa MPI,
seperti hainya Mi, barkedudukan di Den
Haag, Belanda.’ Dalam Statuta ditentuken

bahwa Mahkamah diberikan keistimewaan
(privileges) dan kekebalan (immunities)
daiam rangka melaksanakan tujuannya di
wilayah negara-negara peserta.”

Struktur MP

Dalam membicarakan strukiur MP1 ke-
munglinan ada kesalahpahaman dengan
digunakannya istilah "Mahkamah® dalam
terjemahan Intemational Criminal Court ke
datam bahasa Indonesia. Di indonesia istilah
“Mahkamah® digunakan dalam kaitannya
dengan lembaga peradilan tertinggi, yaiu
"Mahkamah Agung”. Padahal istilah "Mah-
kamah® dapat disepadankan dengan istilah
“Pengadilan”, Oleh karenanya yang mem-
bedalan Pengadilan Negeri atau Pengadilan
Tinggi dengan Mahkamah Agung terietak
pada istilah "Agung”, bukan penggunaarn isti-
lah “Mahkamnah®. Artinya Mahkamah Agung
sama dangan Pengadilan agung (Supreme
Court). Dengan demikian istilah “Mah-
kamah” pata MP] merujuk pada istilah Court
yang dapat juga diterjemahkan sebagai
“Pongadiian”. Istiah ini tidak harus dikaitikan
dangan hirarki tertentu.”? Bahkan sebaliknya
yurisdiksi MP adalah komplementer (com-
plementary) terhadap yurisdiksi kriminal
nastonal.’* Dengan dianutnya asas kom-
plementer ini maka MP! hanya barwenang
memeriksa kejahatan intemasional yang
tidak ditangani oleh sistem peradilan suatu

"Pagal 2 Statuta MPI.
®Pasal 7 Piagam PBB.
%Pagal 83 (1) Piagam PBB.
1Pasal 3 (1} Statuta MPL.
“'Pasaj 48 Statuta MPI.

2Dipopulerkannya istilah “Mahkamah® dibandingken istilah “Pengadilan” sehagai terje-

mahan dart court kuat dugaan karena mengikuti terjemahan dari International Court of Justice
diterjemahkan sabagai “Mahkamah internasional, bukan “Pangadilan Internasional.

"3pasal 1 Statuta MPI menysbutkan .. f{intemational Crimina! Court}...shall ba complemen-

tary to national criminal Jurisdictions.
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negam.“

Kesalahpahaman kedua yang mungkin
terjadi adalah dengan digunakennya Istilah
court dalam MPI. Kesan yang muncu!
adalah MPI dianggap mempunyai struktur
yang mirip dengan pengadilan dalam sistem
hukum nagional. Dalam hukum nasional pe-
ngadilan adalah ssbuah lembaga yang
menjadi suatu perkara. Pengadilan harus
dibedakan dengan kejaksaan yang melaku-
kan penuntutan atau kepolisian yang mela-
kukan penyelidikan dan penyidikan atas
suatu kejahatan. Sementara apabila dicer-
mati Statuta MP1, temyata MPi bukan me-
rupakan lembaga yang semata-mata bertu-
gas memeriksa perkara, melainkan juga
mengatur lembaga-lembaga yang berhak
melakukan penyelidilan, penyidikan, penun-
tutan, dan penyidangan, bahkan mengatur
juga lembaga yang menangani masalah-
masalah administratif,

Dalam pengertian seperti di atas maka
dapat dikatakan bahwa Statuta MPI lebih
mengatur sistem peradifan pidana interma-
slonal, daripada pengadilan pidena interna-
sional. Sistem peradilan pidana
konotasi yang lebih luas daripada peng-
adian, Sistem peradilan mancakup lembaga
kepolisian, kejaksaan, pengeadilan dan lem-
baga pemasyarakatan. Agar tidak menim-
bulkan kesalahpahaman ada balknya apa-
bila melihat MPI untuk tidak menyamakan
antara struktur MPI dengan sebuah pang-
adilan nasicnal. MPl harus diarlikan sebagai
sebuah organisasi internasional yang me-
ngatur tentang sistem peradilan pidana
internasicnal.

Dalam statuta disebutkan bahwa alat-
alat perlengkapan (organ) yang ada dalam
Mahkamah adalah: (a) Pimpinan Mahka-
mabh; (b} Lembaga Pangadilan (Chambers),
yang terdiri dari: {f) Pengadilan Banding (Ap-
peals Division); (1i) Pengadilan Penyidang
(Trlal Division); dan {ilt) Pengadilan Pra-Per-
adilan (Pre-Trial Division); (¢) Kantor Penun-
tut Umum (Office of the Prosectior); dan
(d) Kantor Panitera (Registry)."

Adapun pimpinan Mehkamah terdiri dari
seorang Ketua (Prasidenf) dan dua orang
Wakil Ketua (Vice Presidant) yang dipilih
dari dan oleh para hakim Mahkamah. Hakim
yang bertugas pada Lembaga Pengadilan
terdiri dari 18 crang.'® Jumiah tersebut da-
pat ditambah sesual dengan kebutuhan.”
Pengalokasian para hakim pada masing-
masing tingkatan Lembaga Pengadilan di-
atur dalam Pasal 39 (1) Statuta MPI. Peng-
adilan Banding terdiri dari 5 orang hakim
termasuk Ketua mahkamah. Sedangkan di
Pengadilan Pemeriksa terditi dari 6 orang
hakim, dan di Pengadilan Pra-Peradilanter-
diri dari tidak kurang 6 crang hakim.

Kantor Penuntut Umum merupakan alat
perlengkapan yang terpisah dari Mahkamah
dan bertindak secara independen.® Tugas
dari Kantor Penuntut Umum adalah meneri-
ma rujukan (referral} atau menerima infor-
masi tertang kejahatan yang menjadi we-
wenang dari Mahkamah, menyelidiki, me-
nyidik dan melakukan psnuntuten.”® Kantor
Penuntut Umum dipimpin oleh seorang
Penuntut Umum {Prosecutor) dan satu atau
lebih Wakil Penuntut Umum (Deputy Pros-
ecutors) untuk masa jabatan 9 tahun dan

“Pasal 17 (1) (2) dan (b) Statuta MPI.
“Pasal 34 Statuta MPI.

1sPggal 36 (1) Statuta MPI.

Pasal 36 (2) (a) Statuta MPL
"*Pagat 42 (1) Statuta MP).

wPasal 42 (1) Statuta MP!.
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tidak dapat dipilih kembali. Pengangkatan
Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum
dilakukan dengan cara pemungutan suara
mayoritas mutlak oleh Majelis Negara
peserta (Assembly of Stale Parties)®

Alat perlengkapan selanjutnya adalah
Kantor panitera yang mempunyai tanggung
lawab aspek-aspek non-peradilan (non-fudi-
cial). kantor ini diketuai oleh seorang Pani-
tera (Registrar) dan didampingi oleh Wakil
Panitera (Deputy Registrary®'. Panitera
bertindak ates dasar perintah (authoriy) dan
Ketua Mahkamah. Penunjukan Panitera dan
Wakil Panitera, untuk masa Jabatan 5 tahun
yang dapat dipilih kembali, dilakukan de-
. ngan cara pemungutan suara moyoritas
mutiak oleh para hakim.2

Dalam melaksanakan tugasnya, para
Halkim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut
Umum dan Panitera diberikan kekebalan
diplomatik dan pada akhir masa tugasnya
terus diberi kekebalan terhadap tuntutan hu-
kum sehubungan dengan tindakan mereka
selama menjabat.®

Pihak yang Dladill

Adapun satu-satunya pihak yang dapat
diperiksa oleh Mahkamah adalah crang
perorangan atau individu (person).** Halini
berbeda dengan Mi dimana satu-satunya pi-

hak yang dapat berpericara di depan Ml ada-
lah negara (fat).® Individu yang dimaksud
yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas
pada individu yang berasal dari khalayak
ramai, tetepi termasuk juga individu yang
mempunyai jabatan atau kedudukan resmi
di negaranya. Statuta menyebutkan bahwa
pelaku yang melakikan kejahatan interna-
sional tidak akan dibeda-bedakan atas
dasar jabatan resm, kinususnya jebatan se-
bagai kepala negara atau kepala pemerin-
tahan, anggota pemerintahan atau parie-
men.® Bahkan disebutkan bahwa jabaten-
jabatan resmi negara tidak dapat dijadikan
dasar urtuk mengurangi hulaman. Demikdan
pula kekebalan yang biasanya melekst pada
Jabaten resmi dapat diabaikan dalam rangka
pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah.#

Di samping itu sesecrang yang memang-
ku jabatan komandan pada suatu kesatuan
dapat diperiksa cleh Mahkamah walaupun
yang melaksanakan kejahatan perang
adalah kesatuannya.® Demikian pula se-
orang atasan dapat dimintakan pertang-

terlinat bahwa perancang Statuta MPI sa-
ngat memperhatikan kelamahan-kelemahan
dari pengalaman lampau dalam menyeret
pihak yang paling bertanggung Jawab atas
kejahatan perang.

2pggal 42 (4) Statita MPI.
21Pggal 43 {1) dan (2) MPI.
2Pagal 43 (4) Statuta MPI.
#pasal 48 (2) Statuta MPL

#4pasal 1 Statuta MP1 menyebutkan % (mmmmmmmm
to exercise Hs jurisdiction over persons...” Selanjutnya dalam Pasal 25 (1) cﬁttigaskan bahwa,
*The court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.

#Pagal 34 (1) Statuta M) dimana disebutkan bahwa, Only slates may be parties in cases

before the court.
#Pagg] 27 (1) Statuta MI.
¥Panal 27 (2) Statuta MI.
#pasal 28 (1) Statuta MPI.
Pagal 28 (2) Statuta MPI
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Jenis Kejahatan Internasional

Jenis kejahatan internasional yang di-
atur dalam Statuta dan merupakan wewe-
nang untuk diadili oleh MPI dikategorikan
dalam 4 kelompok. Keempat kelompok ini
adalat: {a) kejahatan gsnocide (crime of
genocide), (b) kejahatan terhadap kema-
nusiaan (crime against humanify), (¢} keja-
haten perang (war crimes), dan (d) kejehatan
melakukan agresi {crime of aggression).®
Harus diakui bahwa jenis kejahatan inter-
nasional yang diatur dalam Statuta masih
sangat terbatas. Bahkan dapat dikatakan
jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta
hanya jenis kejahatan yang berkeitan den-
gan perang atau penggunaan senjata. Hal
ini kemungkinan karena pada saat Statuta
dirancang dunia sedang disibukkan dengan
peristiwa-peristiwa pembantaian di bekas
Yugoslavia dan Rwanda.®

Sebenamya masih banyak kejahatan
internasional di luar Statula, seperti pemba-

jakan di laut, perbudakan, terorisme, dan
pembajakan terhadap pesawat udara, per-
edaran obat terlarang, bahkan pemalsuan
mata uang.® Namun sangat disayangkan
kejahatan ini tidak masuk dalam wewenang
Mahkamah.

Proses Peradilan

Proses peradilan pidana yang diatur da-
lam Statuta dibagi menjadi dua tahap. Tahap
pertama adalah tahap penyidikan dan
penuntutan, sedangkan tahap kedua adalah
tehap persidangan. Sslama proses peradilan
dilakukan, asas-asas hukum pidana yang
banyak ditemukan diberbagai negara diakui
keheradaannya. Beberapa asas tersebut
dikelompokkan pada satu bagian dalam
Statuta yang diberi judul ® Prinsip-prinsip
Umum Hukum Pidana (Genearal Principles
of Criminal Law)".® Masuk dalam kategori
ini diantaranya adalah nuffum crimen sine

3Pasal 5 Statuta MPI.

3t Janis Kejahatan yang diatur dalam Peradilan Intemasional untuk bekes Yugoslavia adalah

kejahatan terhadap pelanggaran Konvenst Jenewa 1949, pelanggaran terhadap hukum atau
kebiasaan parang, tindakan genocide, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian juga
Peradilan Internasional untuk Rwanda menyebutkan tiga jenis kejahatan, yaitu tindakan geno-
cide, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran terhadap Konvenst Jenewa 1949
beseria Protokoinya. Lihat Malcolm Shaw, 1897, international Law. 4th ed. UK: Cambridge
University Press, him.189-190; Ada satu kejahatan yang tidak terdapat dalam Peradilan
internasional untuk Bekas Yugoslavia maupun Rwanda yang diatur dalam Statuta MP, yaitu
kejahatan melakukan agrest,

®Adapun perjanfian internasional yang telah dibuat sehubungan dengan tindek pidana
intemasional adalah Geneva Convention dealing with the Suppression of Counterfeiting Cur-
rancy (1929), the Single Narcotic Drugs Convention yeng diadopsi df New York pada tahun
1961, Tokyo Convention on Offences and Other Acts Committed on board the Aircraft (1983), the
Hague Convention for the Suppression of the unlawful Seizure of Alreraft ( 1970), Montreal Con-
vention on the Suppression of the Unlawiul Acts Against the Safety of civil Aviation {1971,
Cenvenntion on the Pravention and Punishment of Crimes Against Intemationally Protected
Persons, Including Diplomats (1973), the Interational Convention against the Taking of Hos-
tages (1973), Torture Convention (1984), dan IMO Convention on the Suppression of Untawful
Acts againt the safety of Maritime Navigation (1988). Linat : |.A. Shearer. 1884. Starke’s Interng-
tional Law. UK: Butterworth & Co, him. 59,

$Bagian Ketiga dari Statuta MPI.
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Isge, nulla poena sins legs, non retractivity
ratione personas. Beberapa asas hukum
pidana lainnya tersebar dalam Statuta, di
antaranya adalah asas ne bis in idem dan
asas praduga tak bersalah (presumption of
innocence). s

Berbeda dengan sistem hulkum nasional
dimana dibedakan antara lembaga yang
malakukan penyidikan dan penuntutan,
penyidikan dan penuntutan di MP] ditalaikan
oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum me-
lakukan penyidikan berdasarkan informasi
yang diperoleh dari negara anggota atau
Dewan Keamanan PBB.* Disamping itu,
Penuntut Umum dapat juga mslakukan pe-
nyidikan atas dasar temuannya sendiri.¥

Penuntut Umum memiliki hak untuk
mengevaluasi informasi yang diperolehnya
dan menentukan apakah informasi layak
untuk ditindakianjuti atau tidak.® Dalam hal
sebuah informasi tidak ditindaklanjuti maka
Penuntut Umum berkewajiban untuk mem-
beritahukan kepada pthak yang memberi
informasi tentang tidak diteruskannya penyi-
dikan.® Apabila Penuntut Umum menyim-
pulkan bahwa ada dasar untul meneruskan
penyidiken, Penumutut Ummum berkewafiban
untuk mendapatikan ctorisasi melakukan
penyidikan dari pengadilan Pra-Peradilan.®
Pengadilan Pra-Peradilan mempunyai we-

wenang untuk memutus apakah Penuntut
Umum dapat menerusken ata tidak mene-
ruskan suatu penyidikan.©

Selanjutnya dalam proses penyidikan
apabila diperiukan penangkapan (arresf)
maka Penuntut Umum harus memperocleh
surat perintah penangkapan (warrard of ar-
resf) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pra-
Peradilan.® Sebagal atematif dar surat pe-
nangkapan, Penuntiut Umum dapat meminta
Pengadilan Pre-Peradilan untuk mengeluar-
kan surat panggilan (summon) kepada ter-
sangka.®

Penangkapan dan pemanggilan atas
tersangka tidak dilakulan sendiri oleh pe-
nuntut Umum. Peruntut Umum akan mernin-

manggilan. Sebuah negara yang telah di-
minta untuk melakukan penangiapan akan
mengambil langkah-langlah penangkapan
sesuai dengan aturan yang berlaku di ne-
garanya.“

Selanjutnya, dalam tahap persidangan
peleku diperiksa oleh Pengadilan Penyi-
dangan (Trial Division). Proses persidangan
harus terbuka untik umum, nanm demildan
Pengadilan Penyidang dapat menantukan
proses persidangan sebagal terudip.© Se-
belum dimulainya persidangan Pengadilan,

¥Pasal 20 Statuta MPI.
“Pasal 66 Statuta MPI.
®Pagal 13 (a) dan (b) Statuta MP].
SPasal 15 (1) Statuta MPL
#Pasal 53 (1) Statuta MP.
®Pasel 15 (6} Statuta MPI.
“Pasal 15 (3) Statuta MPI.
“Pgsal 15 (4) Statuta MPI.
“Pagal 58 (1) Statuta MPL.
“Pagal 58 (7) Statuta MP1.
“Pagal 59 (1) Statuta MPI.
“Pasal 64 (7} Statuta MPL
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Penyidang akan membacakan terlebih da-
hulu kepada terdakwa tentang turtutan yang
telah disampaikan pada Pengadilan Pra-
Peradilan.®® Setelah itu terdakwa dapat me-
ngakui dirinya bersalah (admission of guilty)
atau menyatakan tidak bersalah (pleat not
quit). 4

Seperti pada umumnya sebuah prosas
dalam pengadilan, pada hagian akhir Pe-

ngadilan Penyidang akan mengejuarkan_

putusan. Pulusan dapat inenyatakan terdak-
wa bersalah sesual dengan tuntutan atau
pembebasan terdekwa dari semua dakwaen,
Dalam hal terdakwa dibebaskan dari dak-
waan maka kepada terdakwa diberikan re-
hahiltasi dan ganti rugi.® namun apabila ter-
dakwa dinyataken barsalah maka terdakwa
dijatuhi hukuman. Adagun jenis hukuman
yang diatur dalam Statuta adalah (a) hu-
kuman penjara, namun tidak dapat mele-
bihi janglea waktu 30 tahun, dan (b) hukuman
penjara seumur hidup.®® Disamping kedua
hukuman penjara tersgbut Pengadilan pe-
nyidang dapat memberikan hukuman tam-
bahan berupa (a) hukuman denda, dan (b)
hukuman perampasan terhadap barang-ba-
rang yang didapat dari kejahatan yang di-
dakwalkan, ®

Sebagairmana yang berlaku pada sistem
hukum nasional, dalam Statuta diatur ten-
tang kemungkinan melakukan banding sleh
Penuntut Umum atau Terpidana terhadap
putusan yang telah diambil oleh Pengadilan
penyidang. Sebagai alasan untuk melaku-

kan banding adalah apabila terdapat kesa-
lahan presedur, kesalahan fakta atau ke-
salahan penerapan hukum.» Terhadap
penjatuhan hukuman dapat juga dimintakan
banding apabila antara kejgahatan yang di-
lakukan dan jumiah hukuman yang diterima
tidak proporsional,®

Sedangkan terhadap putusan yang
mempunyai kekuatan yang tetap (finaf judge-
ment) dapat dimintakan Peninjatan Kembatt
(rovision) pada Pengadilan Banding.* Pe-
ninjauan Kembali dilakuken atas dasar ada-
nya bukti baru yang ditemukan dan tidak
tersedia pada saat perikara diperiksa pada
Pengadilan Penyidang atau buldi baru ter-
sebut sangat penting yang apabila diguna-
kan dalam persidangan dapat merubah pu-
tusan hakim. Apabila Pengadilan Banding
menganggap permintaan Peninjauan Kem-
ball mempunyai dasar maka Pengadilan
Banding dapat meminta agar (a) Pengadilan
Penyidang yang memeriksa perkara untuk
bersidang kemball; (b) membentuk Penga-
dilan penyidang yang baru; atau (c) me-
ngadili sendiri perkara tersebut. ™

Apabila secrang terdakwa telah diputus
untuk menjalani hukuman penjara, maka hu-
kuman penjara tersebut akan dilaksanakan
oleh negara yang ditunjuk cleh Mahkamah. 5
Pemtmnjukan oleh Mahkamah dilakukan atas
dasar kesukarelaan negara-negara untuk
mengtima para terpidana di mana kesuka-
relaan ini diberitahukan kepada Mahkamah.

“Pasal 64 (B) (a) Statute MPI,
"Pasal 64 (8) {a) Statuta MPI,
*Pasal 75 MPI.
““Pasal 77 (1} Statuta MPI,
SPanal 77 (2) Statuta MPI,
S'Pasal 81 (1) Statuta MPI.
Pasal 81 (2) (a) Statuta MPI1.
SPasat 84 51 MPL,
“Pasal 84 (2) statula MPI.
SPasal 103 (1) (a) Statuta MP1,
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Evaluas| Awzl terhadap Pembentukan
APl

Mengingat hingga saat ini Stetuta MP
masih belum berlaku maka sufit untuk mem-
berikan evaluasi konkrit terhadapnya.
Kalaupun evaluasi handak diborikan pada
saat ini maka evaluasi yang akan diberikan
akan bersifat spekulatif seperti apa yang
hendak disampaikan di sini.

Evaluasi yang dapat dikemukakan
atialah sangat diraguikan efekdivites dari MP1
dalam upaya memerangi, bahkan mengu-
rangi, kejahatan intemasional. Ada beherapa
alasan untuk hal ini. Pertama, walaupun
Statuta MPI telah berhasil diadopsi namun
banyak negara, terutama negara berkem-
bang, yang aken hati-hati dalam menanda-
tangani dan meratifikasinya. Periu dicatat
bahwa hingga tanggal 3 Desember 1898 wa-
laupun sudah 67 negara yang menanda-
tangani Statuta MP1 namun belum ada
negara yang meratifikasinya. Di sini dapat
dikatakan bahwa negara-negara umumnya
tidak berkeberatan untuk terikat secara
moral atas pembentukan MPI namun me-
reka tidak ingin terikat secara hulum.

Alasan kedua adalah perkembangan
masyarakat internasional dewasa ini yang
masih belum sampai pada tahap penerimaan
rongrongan {encroachment) terhadap ke-
daulatan yang sedemikian besar yang
memungkinkan pelaku kefahatan intema-
sional yang mempunyal jabatan resmi kene-
garaan diserahkan begitu saja untuk diadili.
Rakyat sebuah negara akan tidak rela me-
nyerahkan kepala negaranya yang disegani
untuk diadili di MPi walaupun oleh masya-
rakat internasional kepala negara tersebut
dianggap telah melakukan kejahatan inter-
nasional.

Alasan ketiga adalah masalah kejahatan
internasional seringkali sulit untuk dipisah-
kan dari masalah politik. Seorang kepala
negara yeng dianggap melakukan kejahatan
internasional mungkin di mata rakyatnya
dianggap sebagai seorang pahlawan. Dalam
kaitan ini sangat beralasan apabila ditanya-
kan kemungkinan seorang yang masih ber-
kuasa diserankan ke MPI, Sudah barang
tentu akan lebih mudah mengadili pelaku
kejahatan interastonal di MP1 apabila se-
orang pemimpin tidak berkuasa lagi dan rak-
yat merasakan kekejian yang telah dilaku-
kan.

Evaluasi berikutnya adalah evaluasi
yang berhubungan dengan masalah klasik
yang dihadapi cleh hukum intemasional,
Mengingat Statuta MP| adalah sebuah per-
janfian, maka perjanjian hanya mengikat ne-
gara-negara yang menjadi peserta. Dengan
demikian apabila ada seorang pemimpin
yang menjad! lersangka tetapi negaranya
tidak menandatangani perjanjian pemben-
tukan MP| maka pemimpin tersebut, tentu-
nya, tidak dapat dituntut dihadapan NP1

Evaluasi lain adalah ketentuan dalam
Statuta yang memberi kemungkinan negara
untuk mengundurkan diri {withdrawal} dari
Statuta MP1,%® Hal ini kerena apabila ada
implikest negatif yang terkena pada sebuah
negare peserta, negara tersebut akan sege-
ra mengajukan permghonannya untuk me-
ngundurkan diri sehingga Statuta tidak lagi
beriaku baginya.

Kesimpulan

MP! memang periu disambut kehadiran-
nya. Statuta MPI dapat dianggap sebagai

%Ppasal 127 Statuta MPL.
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tonggak sejarah {milastona} dalam upaya
manusia memerangi kekejian yang dilaku-
kan manusia. Namun di sisi lain optimisme
atas kinerja MP] tidak dapat diharapkan
banyak MPI sebagal sebuah institusi inter-
nasional yang berdasarkan hukum interna-
sional mungkin saja tidak akan bekerja se-
cara efektif.

Memang harus diakui kelemahan dari
hukum internastonal adalah di bidang imple-
mentasi. Hambatan-hambatan agar hukum
Intemasional berlaku secara efeldif masth
sangat kuat. Hambatan-hambatan ini, di
antaranya, adalah kedaulatan negara yang
dipraktekkan secara absolut, pofitik interna-
slonal yang masih dominan dan tidak ada-
nya keinglnan politik dari masyarakat inter-
nasional itu sendirl, Dalam kaitan ini adalah
wajar apabila disimpulkan bahwa hukum
intemasional masth merupakan hukum yang
primitif. @

Daftar Pustaka

Glahn, Gerhard von. 1888, Law Among
Nations. 5th ed. USA: Macmillan Pub-
lishing Co.

Juwana, Hikmahanto. “Tinjauan Hukum Or-
ganisasi Intemasional terhadap Perbe-
daan Status Subsidiary Organs and Spe-
cialized Agencies Perserikatan Bangsa-
Bangsa". Artike! dalam Majalah Hukum
Pro Justitia. Tahun X.No.4.

Robenrt, Adam dan Richard Gueiff (eds).
1889, Pocuments on the Laws of War.
2nd ed. Oxford: Clarendon Press.

Shaw,Malcolm. 1997, International Law. 4th
ed. UK: Cambridge University Press.

Shearer, LA. 1894, Starke’s International
faw. 11th ed. UK: Butterworth & Co.

Wright, Quincy. 1965. A Study of War.
USA: The Universtity of Chicago Press.

Dokuman

Statuta Mahkamah Pidana Internasional
Statuta Mahkamah Intemasional
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Majelis Umum No.47/33 tertanggal
25 Nopember 1992,

L A 4

78

JURNAL HUKUM NO. 11 VOL. 6 (0 1983



